Rencana Strategis
Tahun 2025 - 2029

PENGADILAN NEGERI RAA

www.pn-raha.go.id

BerAKHLAK oot

Berorientasi ik ompet
Herinds (T R bangsa



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga reviu Rencana Strategis Pengadilan
Negeri Raha Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Rancangan Rencana
strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Raha merupakan dokumen perencanaan
yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Negeri Raha dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Raha tahun 2025-2029
merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Raha yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Raha,
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun
2025-2029, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 dan
mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan utnuk menjadi pedoman dan
arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Raha agar
terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab
itu, rancangan Rencana Strategis (Renstra) ini harus dapat dipakai sebagai
landasan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pengambilan
keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan dan visi yang telah
ditetapkan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi
Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya,
dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan keuangan Pengadilan
Negeri Raha merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah
Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan
keadilan. Pengadilan Negeri Raha sebagai kawal depan Mahkamah Agung
Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima)
tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungknan
potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Negeri Raha. Rencana
Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam
rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang
memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang
sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan
Pengadilan Negeri Raha baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai
variabel strategis.

Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkaman Agung
Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di

Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan (Strenght)

Kekuatan Pengadilan Negeri Raha mencakup hal-hal yang memang
sudah di atur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal
yang di kembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan Pengadilan tingkat Pertama

2. Pengadilan Negeri Raha merupakan unsur forum pimpinan daerah dan
memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di 3 (tiga) Kabupaten.

3. Adanya undang- undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri
Raha selaku pengadilan tingkat pertama



4. Putusan Pengadilan Negeri Raha sudah dapat diunduh atau diakses oleh

masyarakat melalui Website Pengadilan Negeri Raha (Website:

http//www.sipp.pn-raha.go.id)

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Raha dirinci dalam

beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan dan Sumber Daya Manusia

Kurang jumlah Hakim yang menangani perkara, serta kurangnya
petugas/ staf pengelola perkara, dan pengadministrasi perkara
pidana maupun perdata.

Kurangnya jumlah Jurusita yang menangani Panggilan dan
pemberitahuan hasil proses perkara baik Perkara Perdata maupun
perkara Pidana dimana di Pengadilan Negeri Raha yang membawahi
3 (tiga) kabupaten serta letak geografis yang terdiri dari kepulauan
yang tentunya terkendala dengan akses dan medan yang berat yang
tentunya menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas kejurusitaan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Pengadilan Negeri Raha tidak mempunyai kewenangan untuk
merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan pengadilan.

Rekrutmen PNS yang ditempatkan pada Pengadilan Negeri Raha
belum sesuai dengan kapasitas yang seharusnya dan kemampuan
kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Raha

Agar bisa ditambahkan jumlah jurusita yang ada

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Dengan aplikasi SIWAS ( Sistem Pengawasan Mahkamah Agung
yang berbasis elektronik dimana system tersebut menyangkut
tentang pelanggaran kode etik aparatur Pengadilan namun untuk hal
pembinaan administrasi teknis peradilan dan administrasi Umum
belum ada namun sistem Pengawasan dan Pembinaan hanya
berdasarkan pembinaan / briefing yang dilaksanakan sedikitnya satu
kali dalam sebulan serta pengawasan berjenjang dari Pengadilan
Tinggi yang dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam setahun

4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dengan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
yang dikenal dengan nama Aplikasi SIPP membantu masyarakat
atau mempermudah dalam mengaksesi infomasi perkara di
pengadilan serta untuk lebih meningkatkan Pelayanan kepada
masyakat dalam hal persidangan secara Online di Pengadilan Negeri
Raha telah tersedia aplikasi E-Court



5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Raha belum sesuai
dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan, utamanya dalam hal
pemenuhan kebutuhan pendukung Peradilan secara online dimana
Fasilitas yang tersedia sangat tidak sebanding dengan keadaan
perkara yang terus meningkat.

C. Peluang

Berikut adalah peluang-peluang yang di miliki pengadilan Negeri Raha
untuk melakukan perbaikan di tinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan.

- Adanya website Pengadilan Negeri Raha (http://www.pn-raha.go.id)
yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses
berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Adanya Tunjangan Kinerja/ Remunerasi sebagai motivasi dalam
peningkatan kinerja
Adanya sosialisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maupun
Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.

3. Aspek Pengawasan
Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala baik
untuk internal maupun eksternal di pengadilan Negeri Raha.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
Dukungan dan koordinasi yang baik antara pengadilan-pengadilan di
wilayah Pengadilan Negeri Raha

5. Aspek sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi informasi di Pengadilan Negeri
Raha berupa internet, website Pengadilan Negeri Raha.

D. Tantangan yang di hadapi

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Raha yang
dihadapi dan terus dapat melakukan perbaikan sebagaiamana yang
diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam
melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal instansi hal ini
dikarenakan Pengadilan Negeri Raha membawahi 3 (tiga) Kabupaten
yang mana masih sangat banyak kepulauan yang belum terjangkau
oleh jaringan informasi.



. Aspek sumber daya aparatur Peradilan

Personil Pengadilan Negeri Raha belum sepenuhnya menguasai visi

dan misi Pengadilan Negeri Raha, serta kurangnya Sumber daya

Manusia yang menguasai Teknologi Informasi ( Tl)

. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum optimalnya sistem reward dan punishment yang dilakukan
untuk mengontrol kinerja aparat Pengadilan Negeri Raha

. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen peradilan

- Adanya letak pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman
administrasi untuk perkara Pengadilan Negeri Raha membutuhkan
waktu yang lama.

. Aspek sarana dan prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan

prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.



BAB II
VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri
Raha, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang
Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI
2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah
ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2025-2045 yang telah berakhir serta serta untuk mewujudkan
Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2025-2029 sebagai dasar
acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam
pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025-2029.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha  2025-2029 pada
hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya
terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapainannya
melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan
pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara
agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan
peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan
kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung
iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka
pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin
diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan
arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam

mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1.1 Visi
Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh

Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi MA
adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG
AGUNG”

Mengacu kepada Visi MA tersebut, maka Pengadilan Negeri Raha
yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas Il dibawah Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Direktorat Badan Peradilan Umum
dilingkungan Mahkamah Agung RI mempunyai Visi:

"“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RAHA YANG AGUNG”



Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan  kekuasaan  kehakiman yang merdeka  untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur
dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah
pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan
suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan
kemuliaan institusi.

1.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Raha,
yaitu :

Menjaga kemandirian badan peradilan
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Raha

o 0o T ow

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Raha

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut bukanlah suatu pekerjaan
yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam atas
permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat untuk
menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya adalah agar dapat
mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa
dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum.

Langkah-langkah strategis yang di lakukan Pengadilan Negeri Raha
adalah :

1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan
SK KPN dan berpedoman pada apa saja yang diperlukan sesuai dengan
hukum acara dan di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Raha.

2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para hakim, Pejabat Struktural dan
Fungsional serta seluruh staf sesuai tupoksi masing-masing.

3. Melakukan Pengawasan secara periodik yang di lakukan oleh Hakim
pengawas bidang dan atasan langsung.

4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi
masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-
temuan baik dari BAWAS MA-RI, Pengawasan Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara sebagai koordinator Wilayah maupun Hakim
pengawas bidang.



5. Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui
tulisan-tulisan yang diletakan ditempat-tempat strategis yang mudah
dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai berdasarkan visi dan
misi Pengadilan Negeri Raha seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka
visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan
operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Raha berusaha mengidentifikasi apa
yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam
memformulasikan tujuan yang dimaksud.

Rencana strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan
memungkinkan Pengadilan Negeri Raha untuk mengukur sejauh mana visi dan
misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan
misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui

pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan.

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Terwujudny ' kprcayanPeents ara phk 100% |
masyarakat terhadap  sistem | percaya terhadap sistem
peradilan melalui proses peradilan | peradilan

yang pasti, transparan dan

akuntabel

2. | Terwujudnya penyederhanaan | Persentase perkara yang | 100%
proses penanganan perkara | diselesaikan tepat waktu
melalui pemanfaatan Teknologi

Informasi

3. | Terwujudnya pelayanan akses | Persentase perkara yang | 100%
peradilan bagi masyarakat miskin | terlayani melalui posbakum

dan terpinggirkan




4. | Terwujudnya pelayanan prima bagi | Persentase kepuasan para | 100%
masyarakat pencari keadilan pencari keadilan terhadap
layanan peradilan

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha, Nomor :
161/KPN.W23-U3/SK/OT1.6/X1/2024 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja
Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha disinkronisasikan
dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Raha dibawah ini :

Terwujudnya Proses Persentase Perkara Perdata yang

Peradilan yang Pasti, Diselesaikan Tepat Waktu

Transparan dan Akuntabel Persentase perkara pidana yang 96

diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang 75
diselesaikan dengan restoratif

Persentase Perkara yang Tidak 80
Mengajukan Upaya Hukum
Banding

Persentase Perkara Yang Tidak 80
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara Pidana Anak 75
yang Diselesaikan dengan Diversi

Index Kepuasan Pencari Keadilan 90

2. | Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan 100
Pengelolaan Penyelesaian | Perkara Perdata yang dikirim
Perkara kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan 100
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

Persentase Perkara yang 5
Diselesaikan Melalui Mediasi

3. | Meningkatnya Akses Persentase pencari keadilan 100
Peradilan bagi Masyarakat | golongan tertentu yang mendapat

Miskin dan Terpinggirkan layanan bantuan hukum
(Posbakum)
4. | Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara 5
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terhadap Putusan Perdata yang Ditindak lanjuti
Pengadilan (Dieksekusi)

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam
RPJMN tahun 2025-2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi
Terwujudnya Pengadilan Negeri Raha Yang Agung, maka Pengadilan Negeri
Raha menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator
Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja
Mahkamah Agung, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung
telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 120/KMA/SK/V1/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021.
Kemudian sasaran strategis sebagai pendukung indikator Kinerja utama,
diturunkan dari sasaran program dukungan manajemen. Sasaran strategis ini
merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas
Mahkamah Agung yang mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan
kinerja manajemen internal. Sasaran strategis tersebut sebagai berikut adalah
sebagai berikut :

1. Terlaksananya rencana program dan anggaran secara transparan,

efektifitas dan efisien;

2. Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung

pelaksanaan pelayanan prima peradilan:

3. Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian dan

pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan parameter objektif:

4. Terlaksananya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan

dan akuntabel;

5. Terlaksananya pengelolaan sarana prasarana untuk menunjang

pelayanan peradilan;

6. Terlaksananya pengelolaan layanan operasional administrasi umum;

7. Terlaksananya hubungan masyarakat dan informasi:

8. Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur peradilan.

11




[4!

ueleliaq unyey eped (sejynujwip uep smindip Buek esexiad yejepe ueyieselasip Buek eseyisd yeny e
Buipueq wnyny eAedn ueynleBusw yepr Buek
uelel1aq unyej 1p esexsad yejwnl yeiepe Buipueq wnyny eAedn ueynfeBusw yepn Buek eleysed yejwny o
: uelejen

ueyiesajasip Buef etexysad yejwne

Buipueq wnyny
efedn ueynfebusw yepn

%00} X  Buipteq wnyny eAedn uexnfebuatl Yepy) bueA elexiad Gejwny Bued eleyiad asejussiad ‘9
Y uejeyspuad
uelesajohuad uesnfep Buek exnowseu eseyiad yejwnl yejepe Jiesolsas ynjun uexnlelp Buek eexiaq e
Isejiliqeyal Injejaw [eusd uou ueresajeAusd injejsw exyoxIeN elexyiad welep jieiojsel uejeyapusd
uebusp ueyless|asip buek euepid esexiad yejepe jieio)ses uebuap ueyiesajasip Buek esexiad yejwunp e
‘wnwn uejipelad uebunybui 1p
80SNr JieJojsay uedesauad uewopad Buejus) zz0z/z1/00'SdMS/NMA/LEY)L JOwON wnjipeg uslig HS e
: uejelen JljeJojsal uejipeay
uejeyspuad ueyeunbbusw
JieJoysas uebusp ueynfeip 6uef eseyiad ygjwngp ueBuap UEYIESS[aSIP
%00} X  J}eI0}Sal UEDUSP UEYEsa[asIp DUBA elexJad ejwny Bued eiexyiad esejussiay ‘g

uejeliaq unye) eped |sejnuiwip uepsnind|p Buek esexsad yejepe uexiesajesip buek elexiad yejwnt e
ueing
(ewy) G 1eque) Bujed eweysd Jeybul) uejipebuad eped |0z unye] z JOWON YIS lensas uejeliaq

unyey eped isejnuiwip uep smndjp BueA esexued yeepe nyem Jeds) ueylesajesip buek eiexsad yejwne e

ddIS eped ueiesajaAuad njyem exbuef isew.ojur uexeunbbusw njyem jeds) ueyiessjesip Buek eleyiad e
eleiad UeseyIaquad uep sejnuy uelessjahuad

ueliepuabuad [eyuad |20z Judy 8z |eB6uBL |Z0z/v/E'Z0'WHINQ/98Y JowoN wnipeg uslig jeing e
uefipesad uebunyBur (jedws)  eped buipueg jexBul| uep ewepad jexBull

ueyipebuag Ip eieyiad uepesejahuad Bueus) 110z 19iBl €| [eBBuB) 10z unyel Z owoN YNIS e

! uelejen

epe buef eseyiad yejwnp

%00 X_“TPTE13T UMYeY UEYESa[aS}p SUeA ETeSIad (e

VIY3INIA ¥OLVMIANI 138Vl

BuUepld -
Bleplad -
njem jeds) ueyiese|asip

Buek eleyiad ssejussied ‘B

uep

ueledsues)

[agejunye
‘tsed  GueAk

uejipesad sesoid eAupninmia)




€T

08 = SnJey xapu| | [BAs8U] 1S18AUOY fejlu ueBuap g'¢ [ewiuiw isdesiad [N e
llang ueuedejad eeBbusjeduad

Iun Jexesedsely uesendsy Aeaing ueunsnued uewopad Buejus) 710z UNYeL bl JOWON NYdN3IWNId
! Uejelen

Ue|Ipeay| Lieouad uesenday xmuc__

uejipelad ueuefe
depeyse) send buek uejipeay
ueouad  1sdasiad  xapy|

3

yeue euepid uejipesad wasis
Wejep [S18A|Q UBBUBSYE|9d UBwopad Buejusy L0z unyel ¢ JowoN [y BunbBy yeweyyey ueinessd e
Isianip ueynlelp BueA yeue euepid esexsad yejwn( yejepe 1sianip eiexiad yejwne o

'IseyJaq 1sianlp uedejsuad Injejaw |iseysaq ueyeleAUIp UBp ISIBAIP BIEOSS
uexnfelp Bued uepeliaq unyeyp yeue euepid yejepe |iseyiaq uexejekuip Buek isianp eleyiad yelwnp e

! uejejen Islanq
ueBuap ueylesalesig
1s18M1p eleylad yejwnp Buek ¥euy  Buepid
%00L X  [ISBYI8q UBNEJEAUID DUER [SISAIp elexiad Yejun BIEYIEd asejussiad '@
Isesey wnyny efedn uebuep eweylad 1eybul uejipeled eped ueeliaq
unye) eped Isejnuiwip uep smindip Buek eleyiad yejepe ueyiessjesip buek snsnyy eseyad yejunp e
Buipueq wnyny eAedn uexnfeBusw yepy Buek
ueleliaq unyej 1p esexiad yejwn/ yejepe Buipueq wnxny ekedn uexnlebusw yepn Buek esexiad yejwunp e
: Ujele)
ISBSEY Wnyny
ueyiesajasip Bues eseyiad yejwnp efedn ueynfeBusw yepn
%001 X IS 8slad p

Bued eseyiad aseju




14"

uejeliaq

unyey eped Jseyepis} Buek uejebnb ejepiad esexiad yejwnl yejepe Iseipawip Buek esexad yejwnp
‘liseysaq 1selpaw ebeqes debbueip

BlRYiad BSyUaWad WieH epedsy Jojelpaw ysjo siinus) eieoes ueejeAulp ueje) Buek uexeuesyejp

jedep Yepn Buek iseipsyy (uerewepiad uesnnd) uelewepiad ejye uebuap ueypnqip Bued jiseyssq

Iselpaw uexejeAulp uep iseipaw|p BueA esexiad yejwn| yejepe Isejpaw Injejaw ueyiesejssip Buek yejwnp
uefipebuad Ip ISeIpajy Inpasold Buejus) 910z Unye | JOWON euLad

: uejelen

Iseipa Injejaw uexnye|ip Buek eieysad yejunp
i

ISEIPBW Nje|sL UBYIesajas|p
Buek eseyiad esejussiad ‘q

uejel1aq unye) eped iseynuiwip uep smndip BueA esexad yejwnl yeepe uesnjnd yejwnp

nyejiaq BueA uenjusyey ueBusp (ensas uexnjus)ip yepns BueA npjem exBuef uebusp uexeipakusw
uejipebuad ‘ejepied eleyied ymun uexBuepas yeyid eed epeday wuibusw ueqilemexiaq ueyipebuad
‘euepid esessad seje ueuies ynmun nyied ueledweAuad uenjusjey uebusp yeud eed epeday uesnind
ueules uetedweAuad yejwun( yejepe niyem jede) wumip uep iseinuiw 1p Buek uesnind ueules yejwnp
eleylad ueseysaquad uep |sejnuiw uejessjakusd

ueyiepusbuad |eyusd 1z0z 1udy 8z 126BUB) LZ0Z/p/E'Z0'WHINIQ/98Y JowoN wnjpeg usfiq jeing e
uewLip / smndip yepns Buek 1sejnujw esexied yeepe uesmnd yejwnp o
uesnind uexyped uep ueujes ueedweAuad Buejus) | |0z Unye] | JOWON YIS e
Yey/d esed epeday ueyiedwesip ewepad jeybul| uepebuad ymun e
! Uejelen

uesnjnd yejwnp
N)YeM Jeda) WHMP UEP [SEJNUIW [P DUEA UBSM)nd UEUI[Es Yejuny

%001%

npjem jeds) yeyd
eled oy ueyedwesip Buek
uesnind ueules esejussiad B

Sejyie)3

uelessjafuad

eleylad
ueejojabuad
uejeybujuey




ST

‘uebuosobuad uep Buejs ‘isnyasya eyis ‘Buiuewuee uebuap fnIuepEepunp

Buek 1snyesye ueuoyowsad yefepe (isnyesyelp) nnfuepepunip Buek ejepiad eleyled uesnind yejwnp
ISnyesya ueuoyouuad ueynleip Yepi} Uep Yesyul yepns

Buek eteyiad ‘ueseuesyejip jedep Buek isnyasye ueuoyowsad eseyad = nnluepjepunip Buek uesning
deja wnynH uejenyayiag : [ HE

ueeliag unyeyip yeyld uesinlelp BueA 1snyasye ueuoyowiad yejwn| yejepe 1snyasye ueuoyowsad uejwnr
Isnyesya ueeuesyejed [ebeqges defBuelp siney sjqejnoxe

uou uedejauad 1snyesye ueeuesyeled yejwn( yejepe uexeuesxe|p 1ese|as yeje} Buek ISNyasya yepwnpe

: UBjelen
(1snesyaip)
Isnyjasya ueuoyowsad yejwnp nnfueprepunip  Buek  ejepiad uejipeBuad uesnjng depeya)
%001 X 1 T eieysad uesmind  ssejussiad | ueymeday efueybuluspy | ¢
wnyeqsod s8)sibes eped Jeyepis) buek uejipesy ueouad yejwnl yejepe wnyny ueueke| yejwne e
wnyny ueueke| uesnjawaw Buek wnyny Ise)nsuoy isew.ojul eped sasye IyijiwaW Yepy
neje uep jwouoye elesss ndwew xepy Buek Buelo yodwojey neje Buelo denas yejepe njuaye) uebuojos e
uejipebuad 1p ndwew
Yepl) Jexesedsew (Beq wnyny ueuedeT ueuaquiad uewoped Buejus) 410z Unyel | JOWON YINYId e
 UBjejeD (wnxeqsod) wnyny
uenjueg ueuedeq Jedepusw ueyJi66uidisy
njuaya) ueBuojob uejjpeay Leouad yejwnp buek  muee)  ueBuojog | uep upsw JevereAsew |Beq
%00} X _WnynH uenjueg ueueAe] jedepusw Buek njualia) uebuojob Ue[ipeay Ueouad Gejwnr | Uefipeay Leousd  esejuasiaq | uejpelad sasye eAueybuiuspy | ‘g




BAB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. Arah kebijakan dan Strategi

Didalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan
Indonesia 2010 — 2035, untuk lebih mempertajam arah dan langkah mencapai
cita-cita pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini
tengah dilakukan usaha-usaha perbaikan lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat
sasaran.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, Pengadilan Negeri Raha menetapkan arah dan kebijakan dan
strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat

pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat
mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara,
proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel.

Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber

daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan kinerja yaitu sebagai berikut :

a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan
mutasi sesuai dengan kompetensi.

b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk
menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel,
dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

d. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi
informasi yang memadai untuk meningkatkan Kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan  publik,

diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur
dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan
maupun penerima layanan.

b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

C. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk
pelayanan publik.

16



3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka “Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung” menjadi

arah dan tujuan setiap pengembangan program dan kegiatan dilakukan diarea

fungsi teknis, area fungsi pendukung serta area fungsi akuntabilitas dengan

regulasi sebagai berikut :

2

Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017
Tentang: Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pada Maklumat tersebut
dijelaskan tentang komitmen dari Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia untuk meningkatkan pencegahan terjadinya penyimpangan
dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku Hakim, Aparatur
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan melakukan
pengawasan dan pembinaan baik didalam maupun diluar kedinasan
secara berkala dan berkesinambungan.

PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim
pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2016 ini mengatur tentang
perilaku dan disiplin kerja Hakim serta sanksi-saksi yang diberikan atas
pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim.

PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan
Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan
di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 ini
mengatur tentang Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh
atasan langsung terhadap para Aparatur Peradilan berupa disiplin kerja,
perilaku serta sanksi serta penghargaan yang diberikan kepada Aparatur
Peradilan.

PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya. Peraturan Mahkamah Agung
No. 9 Tahun 2016 mengatur tentang Pedoman Penangan Pengaduan
yang dilterima oleh Mahkamah Agung dengan menggunakan Aplikasi
Sistem Pengawasan atau yang biasa disebut SIWAS.

SIWAS adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi Anda yang memiliki informasi
dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran
yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau
Peradilan dibawahnya. Para pelapor tidak perlu khawatir terungkapnya
identitas dirinya karena Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Republik  Indonesia akan Merahasiakan Identitas diri  dari para
pelapor sebagai whistleblower. Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Republik Indonesia menghargai informasi yang dilaporkan. Dasar
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Hukum dari Whistleblowing System adalah Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009
Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan
Lembaga Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 216/KMA/SK/XII/2011 Tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan melalui layanan Pesan Singkat (SMS).

3.3. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Raha
dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim
mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur
jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Ketua dan
Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu jabatan fungsional dan jabatan
struktural. Pada bagian Jabatan Fungsional terdapat tiga Panitera Muda yaitu
Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, dan Panitera Muda Hukum, yang
membawahi stafnya masing-masing, sedangkan Panitera Pengganti  dan
Jurusita/Jurusita Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera.
Pada bagian Jabatan Struktural terdapat tiga Sub Bagian yaitu Sub Bagian
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana, serta Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Raha adalah sebagai berikut:

e I et ]

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
]

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

> oA bangga
BerAKHLAK # meiayani
o e —— bangsa
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dan sasaran strategis Pengadilan

Negeri Raha memiliki 3 program yang akan dilaksanakan

1. Program penyelesaian Perkara

Program ini dilaksanakan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri

Raha dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

Terselesaikannya
Penyelesaian
perkara yang
sederhana,tepat
waktu, transparan
dan akuntabel
dilingkungan
peradilan umum

Perkara yang di

selesaikan di

tingkat pertama

dan banding yang 192 192 192 | 192 | 192
tepat waktu PKR | PKR | PKR | PKR | PKR

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan

sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Tercapainya
Dukungan
Manejamen untuk
layanan prima
peradilan

Meningkatnya
pengelolaan pelayanan
system informasi
terintegrasi
Meningkatnya
pengelolaan administrasi
kepegawaian dan
pengembangan SDM
berdasarkan parameter
obyektif

Meningkatnya
pengelolaan pelaporan
keuangan yang
transparansi dan
akuntabel dilingkungan
Mahkamah Agung dan
badan peradilan
dibawahnya
Meningkatnya kualitas
manajemen rencana
program dan anggaran

12025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
12 12 12 12 12
BLN BLN BLN BLN BLN
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serta organisasi secara
transparan dan
akuntabel.
Meningkatnya
pengelolaan sarana dan
prasarana penunjang
pelayanan peradilan
Terselenggaranya
pelayanan pimpinan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MahkamahAgung.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan

sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Pemenuhan
kebutuhan
Sarana dan
Prasarana
dalam
mendukung
pelayanan
Peradilan

2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Terpenuhinya kegiatan
sarana dan prasarana
Mahkama Agung
Pembangunan
) ) 11 6 6
/Renovasi Gedung dan | 6 Unit ] ) ) 8 Unit
Unit | Unit | Unit
Bangunan
Pengadaan ) 3 3 3 ]
2 Unit 3 Unit
Kendaraan Dinas Unit [ Unit | Unit
Pengadaan peralatan 3 10 10 10 10
Fasilitas kantor Unit | Unit | Unit | Unit Unit
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BAB IV
PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Raha tahun 2025-2029 disusun
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-
2045, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap
tahun 2010-2035 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis.
Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu
penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika
hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Raha tahun 2025-2029 diarahkan
untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan
perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat
eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta
permasalahan, titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan
strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang
ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha harus terus disempurnakan
dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari
kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu
pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan
terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini, diharapkan Pengadilan Negeri Raha memiliki
pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan
sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi
Pengadilan Negeri Raha dapat terwujud dengan baik.
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Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

NOMOR : 82 /KPN.W23-U3/SK/RA1.3/1/2025
tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI RAHA TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha yang
selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029:

. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang

cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha
tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri
Raha Tahun 2025 - 2029.

. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 49 Tahun 2019;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah:

. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi;

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah:

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024:

. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang tata
cara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/ Lembaga
Tahun 2025 - 2029.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN  KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
NEGERI RAHA TAHUN 2025 - 2029.

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha Tahun

2025 - 2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

: Tim Penyusun menjalanakan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan

Negeri Raha.

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini

dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2025.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
//'\ Iy

,KE“ UAPENGADILAN NEGERI RAHA,

\ - ‘.'-_.
\ wd A}

"\ "ACHWMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H.



LAMPIRAN | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA
: 52 IKPN.W23-U3/SK/RA1.3/1/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

Nomor

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI RAHA TAHUN 2025 - 2029

NO. JABATAN NAMA
10 Pembina Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.
2. Penanggung Jawab La Ode Sunia, S.Pd.l
3. Pengarah bidang yudisial Hasrim, S.H.
4. Pengarah bidang non yudisial Mukmin, S.Kom.
5. Pelaksana Hasan Simpa, S.H.
6. Tim Pengolah data 1. Rahma Aryani Poetri, S.M.
2. Rizky Hendra Budi Prakoso, A.Md.
3. Fahry Arbyansyah Fadhiilah M, S.H.
7. Sekretariat 1. Syamsu Alam
2.

Wa Ode Fitriati, S.Pd.
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